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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berangkat dari pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Bab II, 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Bappeda Kota Tegal dalam mengatasi kemiskinan di Kota 

Tegal dapat dilakukan melalui beberapa upaya yaitu: 

a. Bappeda memetakan mana kategori miskin mana yang rentan 

miskin. Jadi yang masuk dalam kategori miskin mereka 

mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari pusat seperti 

BKH, program KIP, kartu bantuan pangan non tunai seperti 

bantuan beras, kemudian ada juga bantuan PBIJKN, 

pembayaran iuran BPJS ada yang dicover pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi ada juga dicover pemkot.  

b. Bappeda dalam mengatasi kemiskinan mempunyai dokumen 

pegangan yaitu dokumen perencanaan, di antaranya RPJMD 

dan terkait kemiskinan  Bappeda mempunyai dokumen 

SKPD. 

c. Bappeda bekerja sama dengan dinas-dinas teknis yang ada di 

Kota Tegal, dimulai dari Dinas Pendidikan, Kesehatan, 

Tenaga Kerja, Sosial, dan  semua dinas yang ada di Kota 
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Tegal, supaya program penanggulangan kemiskinan tepat 

sasaran sesuai anggaran teknis. 

d. Bappeda Meningkatkan koordinasi perencanaan 

pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Kelurahan guna 

mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan 

sinergis agar penanggulangan kemiskinan dapat 

terealisasikan. 

2. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Tegal 

dalam mengatasi kemiskinan di Kota Tegal yaitu: 

a. Penanganan masalah kemiskinan masih bersifat sektoral, 

koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan belum 

berjalan dengan baik. 

b. Masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penangulangan 

kemiskinan belum seluruhnya mampu melakukan monitoring 

dan melakukan evaluasi dari mulai pelaksanaan program 

sampai paska program. 

c. Koordinasi dalam penetapan target dan sasaran 

penanggulangan kemiskinan belum terpadu pada sumber satu 

data kemiskinan Kota Tegal. 

d. Peran TKPK belum belum seluruhnya mengkoordinasikan 

kebijakan dan program penanggulan kemiskinan kepada 

SKPD maupun kelembagaan lainnya  diluar pemerintah 

dalam penanggulangan kemiskinan. 



 

 

43 
 

 

e. Koordinasi TKPK belum optimal dalam memanfaatkan 

perusahaan swasta di Kota Tegal untuk berpatisipasi dalam 

penanggulangan kemiskinan melalui program CSR.  

f. Internal maupun eksternal Bappeda belum memahami 

sasaran yang dituju  dalam menajalankan fungsi 

penanggulangan kemiskinan.  

g. Belum efektifnya menjalin kerja sama antar instansi dalam 

menjalankan fungsi penanggulangan kemiskinan. 

B. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan hukum ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan dokumen perencanaan , kebijakan, dan 

program penanggulangan kemiskinan kepada SKPD maupun 

kelembagaan lainnya diluar Pemerintah Daerah dalam 

penanggulangan kemiskinan. 

2. Mengoptimalkan dan memanfaatkan perusahaan swasta di Kota 

Tegal untuk berpatisipasi bersama Bappeda dalam 

penanggulangan kemiskinan di Kota Tegal. 

3. Bappeda diharapkan responsif agar mampu menjawab 

perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan 

perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan 

perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas 

perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan 
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komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan 

perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi 

antar pemangku kepentingan. 
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